BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, secara umum dapat
disimpulkan bahwa implementasi Program Mepeling pembuatan akta kelahiran di
Kota Bandung sudah berhasi. Maka dalam bab kesimpulan ini akan disajikan hasil
berdasarkan dari ke empat indikator yang telah di bahas di bab teori, yaitu sebagai

berikut:

1. Kecepatan. Indikator ini menunjukkan hasil bahwa masyarakat tidak perlu
datang dan mengantri lagi di Kantor Disdukcapil Kota Bandung. Serta
pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit karena masyarakat cukup
mengisi formulir permohonan, selanjutnya menyerahkan persyaratan yang
ada kepada petugas Mepeling. Pelayanan yang diberikan pun cepat dalam
waktu sehari jadi sesuai dengan yang di janjikan sehingga menghilangkan
praktek percaloan.

2. Kelenturan. Indikator ini menunjukkan hasil bahwa masyarakat
mendapatkan kemudahan akses informasi mengenai program Mepeling.

3. Integrasi. Indikator ini menunjukkan hasil bahwa petugas pelayanan
Mepeling melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

4. Inovasi. Indikator ini menunjukkan hasil bahwa program Mepeling
memberikan pelayanan yang nyaman dan aman.
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6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan temuan penelitian di atas,

yaitu sebagai berikut:

Bagi penyelenggara program, yaitu Disdukcapil tetap mempertahankan
semua aspek yang membuat program Mepeling ini berhasil dalam proses
pelaksaannya. Aspek tersebut yaitu Disdukcapil tetap memberikan
pelayanan dengan cepat dan tidak berbelit-belit, mendekatkan masyarakat
dalam mendapatkan layanan, tetap memberikan kemudahan akses informasi
kepada masyarakat, memiliki petugas pelayanan yang menjalankan
tugasnya sesuai dengan kemampuan, serta memberikan pelayanan yang

nyaman dan aman.
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